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ABSTRAK 
Latar belakang penelitian ini diawali dari masalah yang dihadapi oleh aparatur desa dalam 
mengelola dana desa. Adapun tujuannya adalah untuk mengevaluasi pengelolaan administrasi 
keuangan desa di Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Garut. Metode penelitian yang digunakan 
melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara 
mendalam dengan informan-informan kunci secara purposive seperti kepala desa, tim pelaksana 
ADD, anggota BPD dan tokoh masyarakat di desa yang tersebar di Wilayah Kecamatan 
Pamengpeuk Kabupaten Garut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa 
sumbangan pemikiran bagi aparatur desa untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan 
tugasnya mengelola administrasi keuangan desa. 
Kata Kunci : Pengelolaan, Administrasi Keuangan, Alokasi Dana Desa 
 
PENDAHULUAN 
 
Dewasa ini, pelaksanaan pembangunan dituntut lebih aspiratif dan sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut maka proses pembangunan harus didasarkan pada 
perencanaan yang matang dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu 
pembangunan harus dimulai dari bawah (bottom up) dari tingkat desa atau kelurahan dengan 
melibatkan masyarakat secara langsung kemudian secara bertingkat pada tingkat kecamatan dan 
kabupaten. Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum maupun sebagai organisasi/administrasi 
pemerintahan, seharusnya menjadi ujung tombak dalam melaksanakan pemerintahan dan 
pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa titik berat otonomi diletakkan pada daerah kabupaten/kota, 
dengan pertimbangan bahwa daerah kabupaten/kota lebih langsung berhubungan dengan 
masyarakat sehingga diharapkan akan dapat lebih mengerti dalam memenuhi aspirasi masyarakat 
dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan saat ini yang berjalan lamban di kalangan 
birokrasi merupakan isu penting. Hal ini terlihat dari terjadinya tumpang tindih dalam 
melaksanakan program pembangunan. Akibat dari penyusunan perencanaan pembangunan yang 
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tidak sinergi dengan permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat. Selain itu birokrasi yang 
panjang dan berbelit-belit memperparah proses pembangunan saat ini. 
Dalam era demokrasi, masyarakat selalu menuntut pemerintahan yang bersih, 
bertanggungjawab dan transparan sehingga kebutuhan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah 
semakin tinggi. Untuk mewujudkan pembangunan desa, maka pemerintah telah mengeluarkan 
kebijakan tentang desa sebagimana yang dituangkan dalam Undang-Undang tentang desa. 
Dalam undang-undang tersebut, desa dituntut untuk melaksanakan fungsi penyelenggaraan 
pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan akurat. Desa 
harus mampu untuk membuat perencanaan (RPJM) desa baik dalam jangka waktu enam tahunan 
maupun jangka waktu satu tahunan, serta alokasi biayanya dalam APD Desa, yang merupakan 
kebijakan yang dituangkan dalam peraturan desa. 
Pemerintah desa sedang mengelola dana yang bersumber dari APBN, yaitu Alokasi Dana 
Desa. Pada kenyataannya banyak aparatur desa yang belum mampu mewujudkan akuntabilitas 
administrasi keuangan desa. Hal ini terjadi di pemerintah desa di Kecamatan Pamengpeuk 
Kabupaten Garut terindikasi belum bisa mengalokasikan dana desa ini disebabkan oleh rendahnya 
pengetahuan aparatur desa dalam mengelola keuangan ADD. 
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan diantaranya: penyaluran dana 
dan sosialisasi, sumber daya manusia, dan yang terakhir koordinasi yang belum sepenuhnya 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah. (Suparman, 2014) Berdasarkan hal itu peneliti 
tertarik melakukan penelitian tentang pengelolaan administrasi keuangan program ADD di 
wilayah Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Garut, dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan 
pengelolaan administrasi keuangan. 
 
LANDASAN TEORI 
 
Dalam manajemen, pengelolaan memiliki arti yang sama sebagaimana yang dikemukakan 
oleh Usman (2009), yang menjelaskan bahwa kontkes keduanya mempunyai persamaan arti. Dalam 
manajemen terdapat beberapa fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, 
pengarahan, dan pengevaluasian sumber daya dalam mencapai keefektifan dan keefisienan sasaran. 
(Jauhar, 2015) 
Terdapat 4 fungsi utama dalam manajemen, antara lain : (Jauhar, 2015) 
 
1) Perencanaan adalah kegiatan yang dilakukan melalui rancangan penyusunan program 
yang te lah di tetapkan untuk mencapai  tujuan  organisasi. 
2) Pengorganisasian adalah kegiatan menyusun struktur organisasi yang dilakukan dalam rangka 
membuat organisasi pelaksana bagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan berupa pembagian tugas 
peran dan fungsi dari anggota organisasi. 
3) Pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan bagi anggota organsiasi agar dapat 
melaksanakan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. 
4) Pegevaluasian adalah kegiatan untuk melakukan monitoring dan pengawasan serta 
pengendalian supaya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan rencana yang 
telah ditetapkan 
 
Pengelolaan ADD adalah kewenangan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa 
sebagaimana yang dituangkan dalam pedoman pengelolaan keuangan desa dimana seluruh kegiatan 
baik dari perencanaan sampai pada pelaporan merupakan tanggung jawab pemerintah desa. (Putra et 
al, 2013) 
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Pengalokasian dana desa ditetapkan 70% untuk pembiayaan pelayanan publik dan 
perberdayaan masyarakat. Sedangkan 30% lagi untuk biaya operasional pemerintahan desa untuk 
membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. (Soemantri, 2011) 
 
METODE PENELITIAN 
 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif 
dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 
informan-informan kunci secara purposive seperti kepala desa, tim pelaksana ADD, anggota BPD dan 
tokoh masyarakat di desa yang tersebar di Wilayah Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Garut. Pada 
penelitian ini peneliti menggunakan model menurut Jauhar (2015) yang terdiri dari 1) Perencanaan, 2) 
Pengorganisasian, 3) Pengarahan dan 4)Pengevaluasian. Kemudian faktor pengambat pengelolaan 
administrasi keuangan program alokasi dana desa. 
 
PEMBAHASAN 
 
Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Garut merupakan focus dalam penelitian ini. Pengelolaan 
administrasi keuangan desa di wilayah Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Garut, terdiri dari kegiatan 
yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengevaluasian : 
 
1) Perencanaan 
Di wilayah Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Garut perencanaan alokasi dana desa 
dilakukan dengandiawali dari pelaksanaan musyawarah stakeholder yang terlibat dalam ADD 
diantaranya kepala desa, tim pelaksana ADD, anggota BPD dan tokoh masyarakat di desa. Selanjutnya 
Musrenbangdes dilakukan pembahasan mengenai perencanaan APBDesa, yang pada akhirnya 
dituangkan dalam rencana pembangunan desa. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa masih kurangnya kemampuan perangkat desa dalam 
menyusun rencana kerja dalam pengelolaan ADD yang membuat perencanaan awal ADD jauh dari 
tujuan yang sudah ditetapkan. Selain itu partisipasi masyarakat desa di wilayah Kecamatan 
Pamengpeuk Kabupaten Garut dalam musyawarah desa mengenai perencanaan ADD cukup tinggi 
namun pemahaman masyarakat mengenai ADD yang kurang sehingga banyak usulan namun tidak 
paham ke arah mana pengelolaan ADD tersebut diarahkan. Usulan hanya sebatas pembangunan jalan 
dan irigasi. 
 
2) Pengorganisasian 
Pengorganisasian dilakukan setelah hasil dari musyawarah desa dalam perencanaan 
disetujui oleh seluruh stakeholder desa yang terlibat dalam pengorganisasian ADD. 
Pengorganisasian di laksanakan oleh seluruh aparatur desa yang ditunjuk oleh kepala desa namun 
dalam pelaksanaanya tidak diikuti dengan pemberian tugas pokok aparatur dalam mengelola 
administrasi keuangan program alokasi dana desa hal ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan 
aparatur desa dalam mengelola adminsitrasi keuangan desa. Aparatur desa kurang memahami 
bagaimana cara mengelola adminsitrasi keuangan desa. 
 
3) Pengarahan 
Pengarahan dilakukan setelah terbentuknya susunan organisasi yang melibatkan stakeholder 
desa. Maka selanjutnya dilakukan penganggaran administrasi keuangan desa. Penganggaran ADD di 
Kecamatan Pamengpeuk tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam aturan pengganggaran 
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seharusnya 70% digunakan untuk pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat sementara sisanya 
30% dipergunakan untuk kegiatan operasional desa seperti biaya perjalanan, ATK dan lain-lain. 
Namun pada kenyataannya berdasarkan hasil observasi dan wawancara pihak aparatur desa 
mengurangi porsi yang 70% tersebut dengan alasan untuk pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan 
dana ADD di Kecamatan Pamengpeuk secara umum diarahkan oleh pihak desa untuk pemberdayaan 
masyarakat seperti pembangunan jalan dan irigasi. Namun penggunaan tersebut kurang tepat 
mengingat masih banyaknya kemiskinan di desa, aparatur desa seharusnya mengelola dana tersebut 
untuk pembangunan yang lebih kreatif agar dapat membantu mensejahterakan masyarakat desa seperti 
dibentuknya BUMdes, meningkatkan fasilitas pendidikan yang masih rendah dan ekonomi 
masyarakat. Hal ini perlunya peningkatan mutu SDM dalam mengelola adminsitrasi keuangan 
program alokasi dana desa di Kecamatan Pamengpeuk. 
 
4) Pengevaluasian 
Pengevaluasian dilakukan dalam bentuk pengawasan dan pengendalian administrasi 
keuangan desa di Kecamatan Pamengpeuk dalam pelaksanaanya dilakukan agar tidak 
menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan terhadap pengelolaan administrasi 
keuangan desa dilakukan oleh satuan organisasi pemerintah kabupaten garut dan kecamatan 
pamengpeuk. 
Berdasarkan hasil penelitian di wilayah Kecamatan Pamengpeuk menunjukan bahwa 
pelaporan dilakukan 3 kali dalam satu tahun. Selain itu pengamatan di lapangan bahwa pengawasan 
oleh pemerintah Kabupaten maupun Kecamatan telah sesuai dengan aturan yang berlaku, namun pihak 
desa memberikan laporan tidak secara berkala disebabkan oleh minimnya pengetahuan aparatur desa 
dalam pengelolaan administrasi keuangan ADD. Sehingga pengawasan oleh pihak kabupaten dan 
kecamatan harus lebih di tingkatkan kualitasnya. 
 
5) Faktor Penghambat Pengelolaan Administrasi Keuangan Program ADD Di Kecamatan 
Pamengpeuk Kabupaten Garut 
 
Rendahnya sumber daya manusia dalam mengelola administrasi keuangan program ADD 
merupakan faktor penghambat dalam pengelolaan ADD di Kecamatan Pamengpeuk. Hal ini ditunjukan 
oleh rendahnya tingkat pendidikan aparatur desa yang mayoritas adalah lulusan SMP dan SMA, 
sementara pendidikan masyarakat mayoritas SD dan SMP. Rendahnya pendidikan ini menyebabkan 
kegiatan pengelolaan ADD yang belum dapat dilakukan secara maksimal. 
Pada pelaksanaan perencanaan belum dilakukan dengan musrembangdes yang optimal. Hal ini 
ditunjukan oleh rendahnya masukan atau pendapat -pendapat dari masyarakat mengenai program 
perencanaan yang akan dilaksanakan. Meskipun tingkat atau partisipasi kehadiran pada saat 
musrembangdes cukup tinggi. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Pengelolaan ADD di Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Garut hasil penelitian menunjukan 
bahwa penggunaan dana ADD belum sesuai dengan peruntukannya. Kondisi di lapangan ditemukan 
penggunaan dana yang 30% digunakan untuk dana kegiatan operasional desa dengan jumlah melebihi 
dari yang seharusnya. Rendahnya sumber daya manusia dalam mengelola ADD menjadi factor 
penghambat dalam mengelola administrasi keuangan desa. Hal ini terlihat dari tingkat pendidikan 
aparatur desa mayoritas adalah lulusan SMP dan SMA, sedangkan masyarakat mayoritas 
berpendidikan SD dan SMP. Dengan rendahnya mayoritas pendidikan aparatur desa dan masyarakat 
desa menyebabkan dampak pada kegiatan pengelolaan ADD yang belum maksimal. 
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Saran dari penelitian ini agar aparatur desa lebih meningkatkan pengetahuan tentang 
pengelolaan ADD di wilayah Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Garut . hal ini dapat dilaukukan 
dengan meningkatkan jenjang pendidikan dan mengikuti pelatihan-pelatihan pengelolaan ADD. 
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